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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG  

Pada masyarakat perkotaan yang modern saat ini menimbulkan suatu 

kondisi dengan mobilitas yang tinggi oleh anggota masyarakat dunia. 

Perubahan pola kehidupan masyarakat modern ini juga turut didukung dengan 

perkembangan teknologi dan akses berkomunikasi tanpa batas dengan bantuan 

internet dan telepon pintar yang semakin memudahkan kegiatan masyarakat 

dalam beraktifitas. Globalisasi dalam informasi dan kegiatan perdagangan dunia 

telah menyebabkan masuknya nilai-nilai, norma, dan budaya tertentu dalam 

masyarakat sehingga menciptakan sebuah perubahan dalam segala bidang 

kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis yang mengadopsi budaya-budaya, 

nilai sosial, dan hukum.1 

Dengan demikian secara historis dan melalui kegiatan antar bangsa yang 

berkembang menjadi globalisasi, telah membawa kemajemukan budaya, yang 

pada akhirnya akan membawa kemajemukan hukum, termasuk hukum bisnis 

dan pola perilaku masyarakat.2 

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan dunia yang 

menunjang pola mobilitas masyarakat yang juga semakin intensif, maka pada 

                                                           
1 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya , Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2002, hlm. 3  
2Ibid,hlm. 3 



 
 

14 
 

masyarakat perkotaan membutuhkan suatu alat transportasi yang juga 

mengikuti pola kehidupan masyarakat dunia sekarang, dengan basis internet, 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis, dan sebagai wujud dari 

kebebasan berusaha di Indonesia yang dijamin secara konstitusional, maka 

lahirlah perusahaan swasta di Indonesia dalam berbagai kegiatan usaha.3 

Dalam menunjang kegiatan masyarakat yang semakin pesat, masyarakat 

membutuhkan suatu transportasi masal yang memenuhi kebutuhan modern, 

yaitu mudah di akses, murah, dan mampu digunakan oleh semua kalangan 

serta tidak melupakan segi keamanan yang baik. Maka dari itu, pada tahun 

2011, Nadiem Makarim selaku pendiri PT. Go-Jek membuat suatu usaha 

berbasis transportasi umum yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan basis 

internet dan membuka peluang pekerjaan masyarakat Indonesia.4 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya 

peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam 

suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan 

ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas 

                                                           
3Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan 

Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia, Nuansa Aulia, Medan, 2012, hlm. 43 
4https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim. Diakses tanggal 22 November 2017 pukul 

13.15 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim
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dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya 

murah.5 

Sebelum adanya pelayanan masyarakat berupa transportasi online 

seperti ini, Indonesia pada awalnya dapat memenuhi kebutuhan ini dengan 

adanya penyediaan alat transportasi umum atau transportasi masal seperti trem 

pada zaman Hindia Belanda, Bus Umum, mini bus, oplet, bahkan ojek. 

Namun, hal ini hanya terpaku pada penyelenggaraan bisnis angkutan yang 

hanya menguntungkan pribadi, berbeda dengan pembentukan PT. Gojek dan 

pengelola taksi online lainnya yang turut membuka lapangan pekerjaan dan 

memberi income kepada Negara. Seperti yang disampaikan oleh 

Heidjrachman Ranupandojo, “Kehidupan perekonomian sutau negara sangat 

dipengaruhi oleh kehidupan perusahaan, karena perusahaanlah yang memberi 

nilai tambah atas segala sesuatu hingga menjadi berguna bagi pemenuhan 

kebutuhan manusia.6 

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus 

dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan 

tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan 

                                                           
5Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, 

hlm. 7. 
6Janus Sidabolok,Op.cit. hlm. 45  
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transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu 

tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.7 

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang 

dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan 

pribadi adalah kendaraan yang dioperasionalkan hanya untuk orang yang 

memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. 

Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan 

(paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit).8 

Melihat akan kebutuhan transportasi yang semakin berkembang dan 

menjadi tuntutan masyarakat akan tersedianya sarana transportasi yang 

terpadu maka perlu diperhatikan pula kondisi dan kebutuhan dari pemakai jasa 

transportasi. Dewasa ini muncul pola lain dimana pemesanan taksi dapat 

melalui online. Keuntungan metode ini lebih cepat dan lebih pasti, dengan 

menggunakan media online calon pengguna hanya menghubungi provider, 

kemudian providerlah yang membuat hubungan dengan pengemudi taksi. 

Jadi, disini ada hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan provider 

dengan cara pengemudi taksi atau driver menjadi anggota melalui aplikasi.  

                                                           
7Abbas Salim, Manajemen Transportasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 

hlm. 45. 

8https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutanumum. Diakses pada 22 November 2017 pukul 13.20 
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Tentunya kegiatan ini merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat 

dilakukan apabila telah memenuhi berbagai kewajiban. Dalam hal ini, 

kehendak para pihak yakni pengemudi dan penyedia aplikasi merupakan suatu 

kesepakatan dalam mengikatkan dirinya untuk melakukan kerjasama.9 

Dalam usaha menciptakan angkutan transportasi yang nyaman dan aman, 

maka taksi bisa dijadikan salah satu solusi dari permasalahan ini. Taksi 

merupakan salah satu sarana transportasi yang sering digunakan terutama 

untuk tujuan-tujuan dalam kota, atau dari dan ke bandara, pelabuhan, serta 

terminal bus bahkan kemanapun yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen 

rela membayar mahal untuk taksi demi kenyamanan, keamanan, dan karena 

lebih mempunyai privasi dibanding angkutan umum. Kewajiban seorang 

pengemudi kepada konsumen hanyalah untuk menyewakan kendaraannya dan 

mengantarkan konsumen ke tempat yang diinginkan dengan metode 

pemesanan online, kegiatan ini juga merupakan suatu kegiatan yang diatur 

dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi sewa menyewa 

adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri 

untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama 

waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak 

                                                           
9Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Prenadamedia Group, Jakarta,  

2004, hlm. 3 
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tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik 

yang tetap maupun yang bergerak.10 

Jasa transportasi taksi ini ternyata mendapat respon yang sangat baik dari 

konsumen. Permintaan yang tinggi terhadap jasa pelayanan taksi online atau 

yang disebut juga dengan angkutan sewa khusus berimbas pula pada 

meningkatnya keuntungan yang didapatkan oleh sebuah operator ataupun 

aplikasi taksi online. Hal ini menjadikan usaha taksi online (angkutan sewa 

khusus) dianggap sebagai sebuah prospek bisnis yang menjanjikan, sehingga 

mendorong investor untuk menanamkan modalnya di sektor transportasi 

terutama pada bisnis jasa pelayanan taksi.  

Di Indonesia, pengaturan mengenai pembentukan dan pengelolaan 

layanan bisnis yang diselenggarakan oleh Negara maupun swasta telah diatur 

dalam ketentuan konstitusional Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 

pada pasal 33 ayat (1) yaitu usaha bersama antara pemerintah dengan rakyat 

berdasar asas kekeluargaan yang bersama mengemban kewajiban untuk 

membangun perekonomian Indonesia.11 Dengan demikian, yang dapat 

menjadi pelaku-pelaku usaha di Indonesia adalah perusahaan Negara, 

Perusahaan Swasta yang termasuk perusahaan asing dengan tunduk kepada 

hukum Indonesia.12 

                                                           
10 Subekti, Aneka Perjanjian, Anggota IKAPI, Bandung, 1995, hlm. 39 
11Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan 

Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia, Nuansa Aulia, Medan, 2012, hlm. 41 
12Ibid, hlm. 42 
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Diawali dengan munculnya uber yang dibentuk di San Fransisco13, lalu 

diikuti dengan Gojek dan Grab. Melihat hal ini maka dapat dilihat usaha taksi 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan 

munculnya berbagai operator taksi baru yang ikut meramaikan industri jasa 

transportasi taksi dalam negeri yang membuat para operator lama pun juga 

tidak ketinggalan untuk menambah jumlah armada mereka agar tetap dapat 

bersaing dengan kompetitor baru lainnya.14 Hal ini terlihat ketika Blue Bird 

yang merupakan usaha taksi konvensional yang kemudian bekerjasama 

dengan Gojek. 

Melihat perkembangan tersebut, maka menjadi anggota taksi online telah 

berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung 

pada taksi online, para pelaku kerjasama ini akan memiliki penghasilan 

tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan taksi online sebagai 

bentuk pemenuhan kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan dengan 

operasional pelayanan membuat pemerintah melalui Kementerian 

Perhubungan mengatur taksi online lewat sebuah regulasi. Yakni, Peraturan 

Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, 

menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. 

Dibentuknya aturan hukum tersebut dikarenakan taksi online belum masuk 

                                                           
13https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan). Diakses tanggal 22 November 

2017 pukul 13.15 
14 Blue Bird Berawal Dari Sebuah Telor, Kompas, (20 Agustus 2008). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan)
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dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya 

dalam klausul Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan. 

Adapun persoalan hukum yang timbul terkait fenomena Taksi Online 

sebagai mata pencaharian, diantaranya mengenai keabsahan atau legalitas 

perihal hubungan hukum yang terjadi antara anggota Taksi Online (driver) 

dengan Perusahaan Taksi Online selaku pelaku usaha yang menjalin kerja 

sama, yang dapat dikaji dengan menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro. Selain itu  juga perlu dilihat juga mekanisme 

menjadikan pengemudi untuk bergabung menjadi anggota taksi online. 

Hal ini penting untuk dibahas menurut penulis, karena lebih lanjut salah 

satu perusahaan taksi online, yaitu perusahaan Gojek menyatakan 

perusahaannya adalah perusahaan yang hanya bersifat penghubung yang 

berorientasi perusahaan teknologi sesuai pada term of use Gojek Pasal 1.5 

menyatakan bahwa:15 

“Untuk menghindari keragu-raguan, kami adalah perusahaan teknologi, 

bukan perusahaan transportasi atau kurir dan kami tidak memberikan 

layanan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan penyedia 

layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian 

atas layanan. Adalah tergantung pada penyedia layanan untuk menawarkan 

                                                           
15  http://www.go-jek.com/terms-and-condition/, diakses 16 November 2017 pukul 22.30 
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layanan kepada anda dan tergantung pada anda apakah anda akan menerima 

tawaran layanan dari penyedia layanan”.  

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan driver hanyalah 

sebagai mitra dalam operasional taksi online. Masyarakat umumnya 

menganggap bahwa para driver aplikasi online mempunyai hubungan kerja 

dengan perusahaan penyedia aplikasi. Alasannya beragam, mulai dari adanya 

kewajiban driver menjaminkan surat berharga seperti ijazah saat awal 

mendaftar hingga masalah upah atau asuransi yang diberikan kepada para 

driver.  

Dilihat dari kondisi tersebut, pandangan seperti itu tidak seluruhnya salah. 

Karena pada praktiknya banyak pekerja yang memang diminta perusahaan 

untuk menitipkan ijazahnya sebelum memulai bekerja. Apalagi soal asuransi 

dan upah yang lazim dan semestinya diberikan kepada pekerja. Dari sisi 

hukum, untuk melihat ada tidaknya hubungan kerja, tidak hanya bisa dilihat 

dari ada tidaknya kewajiban penitipan ijazah, upah dan asuransi seperti di atas. 

Dan bentuk kerjasama ini merupakan suatu bentuk persekutuan yang 

merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana untuk bersama mencari 

keuntungan.16 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) sebenarnya sudah memberi rambu-

                                                           
16Subekti, Aneka Perjanjian, Anggota IKAPI, Bandung, 1995, hlm. 721 
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rambu untuk melihat ada tidaknya suatu hubungan kerja. Menentukan ada 

tidaknya hubungan kerja ini penting untuk melihat apakah ada hubungan 

pekerja dan pengusaha di sana. Kalau tidak ada hubungan kerja, berarti tidak 

ada istilah pekerja dan pengusaha. Yang ada hanyalah mitra.  

Undang-undang ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian 

kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.  

Maka berdasarkan uraian diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi :17 

“Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” 

Atas dasar itulah harus adanya tertera dasar hukum dari 

penyelenggaraan taksi online di Indonesia dan dalam melakukan analisis 

terhadap hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan provider yang 

harus menciptakan adanya hak dan kewajiban masing – masing 

penyelenggara. Hal inilah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi 

ini. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang 

penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang 

diulas, yaitu: 

                                                           
17Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 



 
 

23 
 

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengelola taksi online dan 

anggotanya? 

2. Bagaimana mekanisme menjadikan pengemudi kendaraan untuk 

bergabung? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pengelola 

taksi online dan anggotanya 

2. Untuk mengetahui mekanisme menjadikan pengemudi kendaraan untuk 

bergabung 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

a. Manfaat Teoritis 

Pembahasan terhadap masalah yang akan diperoleh dalam skripsi ini 

tentu akan dapat memberikan gambaran tentang Hubungan Hukum Antara 

Pengelola Taksi Online dan Angggotanya. 

Selain itu, penulisan ini dapat bermanfaat sebagai suatu kontribusi 

dalam pemikiran yang baru baik dari para sarjana/ahli maupun dari penulis 

sendiri terkait kewajiban dari perusahaan taksi dan kewajiban dari supir 

sebagai anggotanya. 
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan 

menjadi acuan wacana bagi para praktisi yang ingin lebih mengetahui 

tentang Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi Online dan 

Angggotanya. 

 

E. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi  ini dibatasi pada Hubungan 

Hukum Antara Pengelola Taksi Online dan Angggotanya, yang fokus 

terhadap kewajiban dari perusahaan taksi dan apa kewajiban dari supir sebagai 

anggotanya. Hal ini agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul 

dan permasalahan yang akan dibahas. 

 

F. KERANGKA TEORI  

1. Teori Efektivitas Hukum 

  Teori efektivias adalah suatu teori yang disampaikan oleh Soerjono 

Soekanto, yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Hukum” , beliau menyatakan bahwasannya efektif atau 

tidaknya suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat dapat 

dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); 
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b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

c. Faktor sarana pendukung penegak hukum; 

d. Faktor masyarakat; dan 

e. Faktor Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang 

didasarkan pada karsa didalam pergaulan hidup18 

Dengan demikian dalam hal ini analisis hubungan hukum antara 

pengelola taksi online dengan anggotanya serta dinamika masyarakat dapat 

diukur tingkat efektivitasnya apakah telah sesuai dan telah berkembang 

dengan baik dalam menjalankan fungsi hukum. 

 

2. Teori Ekonomi Pancasila  

Pasal 33 poin 1 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV 

sebagai landasan perekonomian bangsa Indonesia menyatakan bahwa : 

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; 

b. Perekonomian nasional disenggelarkan berdasarkan asas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

                                                           
18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2008, hlm. 8 
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Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna sistem 

ekonomi demokarasi pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Setiap kegiatan 

usaha yang dilakukan berada dalam pengawasan pemerintah. Pengawasan 

disini bukan berarti pemerintah melakukan kendali penuh terhadap setiap 

kegiatan yang dilaksakan setiap masyarakat. Namun campur tangan 

pemerintah merupakan suatu upaya dalam melakukan proteksi bagi para 

pengusaha maupun pelaku usaha. Begitu pula dengan keberadaan taksi 

sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan 

dengan operasional pelayanan pada saat awal beroperasinya adalah tanpa izin 

resmi dari pemerintah karena tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ). 

 

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila  

Selain itu terkait hubungan hukum antara driver taksi online dan 

Perusahaan taksi online, maka perlu dibahas juga terkait hubungan industrial 

dan hubungan kerja. 

Di Indonesia konsep Hubungan Industrial yang dianut adalah 

Hubungan Industrial Pancasila, yang memiliki pengertian yaitu hubungan 

antara para pelaku dalam proses produksi barang/jasa (pekerja/buruh, 

pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai yang merupakan 

manifestasi dari keseluruhan sila Pancasila dan UUD 1945, dan tumbuh serta 
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berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. 

Dari pengertian di atas, landasan ideal dari Hubungan Industrial Pancasila 

(HIP) adalah Pancasila, landasan Konstutionalnya adalah UUD 1945 dan 

landasan operasionalnya adalah GBHN.19 

Hubungan kerja Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 

Tahun 2003, adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah. Dari pengertian ini jelaslah bahwa hubungan kerja hanya dapat 

terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha/buruh. 

Pembatasan Hubungan kerja menurut imam soepomo20, adalah 

a. Pembuatan perjanjian-kerja sebagai dasar hubungan kerja 

b. Hak dan kewajiban para pihak (pekerja/buruh dan Majikan/Pengusaha) 

c. Berakhirnya hubungan kerja 

d. Penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

G. DEFINISI KONSEP 

1. Hubungan Hukum  

                                                           
19L. Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2004, hlm. 17 
20 Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Medan, USU Press,2010, hlm. 

41 



 
 

28 
 

Yang dimaksud hubungan hukum dalam judul skripsi ini adalah hak dan 

kewajiban antara pengelola/pengatur taksi online dan pihak yang membawa 

taksi atau driver dalam melayani pesanan masyarakat.  

2. Pengelola taksi online 

Yang dimaksud pengelola taksi online adalah Perusahaan angkutan umum 

yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu yang 

wilayah operasinya dalam aglomerasi perkotaan, disediakan dengan cara 

menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan 

aplikasi berbasis teknoligi informasi, serta membuka peluang pekerjaan bagi 

masyarakat. 

3. Anggota taksi online   

Yang dimaksud dengan anggota disini adalah para supir atau driver yang 

melayani pesanan masyarakat/pelanggan melalui aplikasi taksi online.  

 

H. METODE PENELITIAN 

      Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena 

tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, 

menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. 

Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara 

pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.21 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
21Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta,UI Press, 2007, hlm. 6. 
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  Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum empiris yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat 

dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-

fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penulis 

menggunakan metode yuridis empiris dalam penelitian ini sebab dalam 

penelitian ini mengkaji mengenai Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi 

Online dan Angggotanya.22 

  

2. Pendekatan Penelitian  

   Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan 

penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan 

pendekatan Konseptual (concept approach). Pendekatan Undang-Undang 

(statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang 

ditangani.23 Lalu, Pendekatan Konseptual (concept approach) yaitu suatu 

pendekatan yang dilakukan dengan meneliti pemikiran-pemikiran para ahli 

hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jadi akan 

memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hubungan hukum 

antara pengelola taksi online dan anggotanya.  

                                                           
22Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm, 

73 
23 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 

58 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang dengan melakukan 

observasi dan menggali informasi terkait permasalahan yang ditemui dalam 

penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang Hubungan Hukum 

Antara Pengelola Taksi Online dan Anggotanya yang akan dilakukan pada 

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan  serta Driver Go Car 

dan Grab. Adapun alasan penulis memilih lokasi dan para responden tersebut 

adalah karena penulis berkeinginan untuk mengetahui secara langsung 

dilapangan bagaimana Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi Online dan 

Anggotanya yang dapat berupa pemenuhan prestasi antara pengelola dan 

anggotanya dan tata cara penerimaan anggota baru.  

 

4. Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu 

sebagai berikut:  

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian. 

2. Data Sekunder , merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, 

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 
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penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.24 Sumber 

data sekunder penelitian ini yaitu :   

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum primer penelitian ini adalah 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan. 

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 

108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek  

f. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, 

hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.  

                                                           
24Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, 

hlm., 21. 
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3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus (hukum), ensiklopedia.25  

 

5. Teknik Pengumpulan Data   

Dilakukan dengan proses wawancara, yakni proses yang digunakan 

untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,26 

Yang dilakukan dengan responden sebagai sumber data. Dalam hal ini 

responden adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

skripsi ini.  

 

6. Teknik Analisis Data  

  Dalam metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan 

metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data yang diperoleh dilapangan kemudian dihubungkan dengan literatur yang 

ada atau teori-teori dalam melakukan pengkajian terhadap Hubungan Hukum 

Antara Pengelola Taksi Online dan Anggotanya dan juga memperhatikan 

penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga penulis 

                                                           
25Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm.32. 
26 Burhan Ashshofa, Metode penelitian hukum, Cetakan Ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta, 

2001, hal. 95 
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mengharapkan untuk mendapatkan sumber dan data yang valid dalam 

penulisan skripsi ini. 

 

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan  

  Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan 

kesimpulan yang bersifat induktif, yakni merumuskan gagasan-gagasan 

khusus yang dilandaskan pada data dan fakta. Sehingga dari berbagai data, 

fakta, dan gagasan yang khusus tersebut dapat ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum. Selanjutnya akan penulis bahas teori – teori dan aturan hukum 

berkaitan dengan skripsi ini.  
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